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Judul Skripsi: P E L A K S A N A A N PROSES P E R A D I L A N PIDANA A N A K 
N A K A L D A N SANKSI PIDANA Y A N G DAPAT D I J A I U I I K A N 
MENURU T U N D A N G - U N D A N G NOMOR 11 T A H U N 2012 

Penulis Pembimbing 

F R E N K I TRINANDO L U I L MAKNUM, Sl l . MH 

A B S T R A K 

Pemberian sanksi pidana terhadap anak selain memperhatikan kcsehatan dan 
kewajaran, juga periu memperhatikan perkembangan mental anak. Anak yang 
berhadapan dengan hukum merupakan situasi sulit yang dihadapi oleh anak, tidak 
hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang, tetapi juga dapat disebabkan 
oleh sistem yang dibuat oleh manusia. 
Permasalahan dalam penelilian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang 
berhadapan dengan hukum? 

2. Apa sanksi pidana yang dapat dijaluhkan terhadap anak nakal dalam 
proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012? 

Penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan dalani .skripsi 
ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan 
menggumikan data sekunder atau data kepustakaan dan tidak tertutup 
kemungkinan untuk nienggunakan data primer, tehnik pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan tehnik kontek analisis, dan berdasarkan hasil penelitian 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 

L Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Rerhadapan dengan 
Hukum dilakukan dengan mengedepankan proses diversi yang menggunakan 
pendekatan restorative juslice. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan 
berjalan apabila tidak menggunakan restoralive juslice sebagai 
penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap 
penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di 
pcngadilan negri (Pasal 7 (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Proses diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan 
tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisasian masyarakat; 
serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidikan, penuntutan 
dan proses persidangan yang dilakukan kepada anak tidak boleh 
menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umuranya. 
Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum 
siap untuk berhadapan dengan hukum. 

2. Sanksi Pidana yang Dapat Dijaluhkan terhadap Anak Nakal dalam Proses 
Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka 
penjaluhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ult imum rcmedium dan 
pidana yang dapat dljatuhkan adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat 
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berupa penibinaiin di luar Icmbaga, pelayanan miisyarakat; atau pengawasiin. 
pclatihan kcrja, pcmbinaan dalam Icmbaga dan penjara. Scdiingkan Pidana 
tanibahan tcrdiri atas perampasan keuntungan yang diperolcli dari tindak 
pidana atau pemenuhan kewajiban adat. 

\ 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

A . Latar Beiakang 

Pengaruh globalisasi di Indonesia bcrdampak pada kchidupan iii,is>.i.-akat 

secara menyeluruh. Salah satu dampak negalil" dari globalisasi .a:.alah 

pcnyimpangan pcrilaku anak. Anak yang kiirang atau tidak mend.ipal [HT".:;iian 

secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bcrlindak am. .isial 

yang memgikan dirinya, kcluarga, dan masyarakat sehingga tidak sedikn inak-

anak yang mcnjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang mclanggar imrn-... dan 

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak -.akal 

tcrsebut bisa dijatuhi liukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana .i.-isbila 

Icrbukti melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat alau melakukan • -idak 

kriminai seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan. 

Pengertian anak menurut U U D 1945 oleh Irma Sctyowali Sncratro, 

dijabarkan sebagai berikut, "Anak yaitu seseorang yang harus mempcfolcr- hak-

hak yang kemudian hak-hak tersehut dapat menjamin pcrtunihuhar dan 

perkembangan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Atau an.in juga 

bcrhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kchmupan 

sosial."' \ 

Irma Setyowali, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, JakurtH. luil i i 
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Dengiin adiinya jaminan dari 1)1)1) 1945 icrscbui, bahwa anak dianggap 

belum memiliki kemampuan unluk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial, maka mcnjadi kewajiban bagi orang dewasa baik oratig tua, 

kcluarga, masyarakat, maupun bangsa untuk membcrikan jaminan memelihara 

dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari luar maupun dari anak 

itu sendiri. Jadi, apapun bentuk pcnyimpangan atau kcnakalan yang dipcrbual, 

anak wajib dilindungi mengingat mercka merupakan generasi pcnerus bangsa, 

sehingga penling sekaii adanya pembcrian bimbingan dan pcngayoman yang 

sekaiigus kepada masyarakat, terutama kepada si anak lerpidana itu sendiri 

supaya insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik ^ Unluk 

melaksanakan pcmbinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, maka 

diperlukan dukungan, baik yang menyangkut keicmbagaan maupun perangkat 

hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan 

lindak pidana perlu diterapkan proses peradilan pidana secara khusus 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Dalam kchidupan schari-hari, temyata ada anak yang harus diadili karena 

melakukan tindak pidana atau tindak kriminai yang harus diadili di pcngadilan 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pelaksanaan 

pembinaan dan perlindungan anak diperlukan dukungan, baik menyangkut 
\ 

kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu lahtrlah 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 

Ubid 
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tahun 1997 tentang I'cngadilan Anak yang kemudian diganii dengan Undang-

undang No I I Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan I'idana Anak. Konsideran 

undang-undang ini menyebutkan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda. 

sebagai salah satu .sumbcr daya manusia, merupakan potensi dan pcnerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindiiiigaii dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, 

serasi. dan selaras serta seimbang. 

Ualam ketenluan yang terdapat Undang-undang No 11 l ahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan peradilan anak memiliki cara dan ciri 

scbagai syarat-syarat khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal. 

Uukuman terhadap anak dibagi dalam dua kalegori yaitu, hukuman pidana dan 

hukuman tindakan. ilukuman pidana berupa pidana pokok yang dapal dijaluhkan 

kepada seseorang anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana 

denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan hukuman lindakan kepada anak nakal 

ialah, mengembalikan kepada orang tua, wall, atau orang tua menyerahkan 

kepada Negara untuk mcngikuli pendidikan, pcmbinaan dan latihan kerja. atau 

menyerahkan kepada Departemen Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakalan 

yang bergcrak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 

Penanganan terhadap tahanan anak maupun narapidana anak adalah 

diwajibkan adanya pembimbing kemasyarakalan yang mendampingi seorang anak 

dalam masa penyidikan. penuntutan, maupun selama dalam persidangan dan 

selama menjalani pidana di rumah tahanan ncgara alau lembaga pcmasyarakatan. 
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Anak-anak ini akan ditempalkan di Ixmbaga I'emasyarakalan Anak ( L A I ' A S 

Anak), seperti yang diamanalkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 l ahun 1997 

tenlang Pcngadilan Anak. 

Menurui Undang-undang No 1! Tahun 2012 tenlang Sistem Peradilan 

Pidaiia Anak, yang dikatagorikan anak adalah orang dalam perkara anak nakal 

yang telah inencapai umur 8 (delapan) tahun letapi belum mencapai usia 18 

(delapan belas) tahun dan bchim pemah menikah. Maniuii karena dalam satu 

daerah belum terdapat Lembaga Pcmasyarakatan Anak, maka penenipatan anak 

bermasalah ini akan dilaksanakan di Lembaga T'cmasyarakatan orang dewasa 

karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga 

Pcmasyarakatan Khusus Anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena 

kcbcradaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-

orang yang lebih dewasa, mcnempatkan anak-anak pada siluasi rawan menjadi 

korban berbagai tindak kekerasan.^ 

Penempatan anak bermasalah bersama orang dewasa di Lembaga 

Pcmasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan bcban psikologis tersendiri bagi 

anak karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang 

melakukan tindak pidana sehingga mercka dicap dan diberi lebel sebagai anak 

nakal ataupun anak pidana. Romli Atmasasmila dalam bukunya, Teori dan Kapita 

Selekta Kriminologi, menyebutkan bahwa, menurut teori leheling, lebel atau cap 

' Ruben Achmad, Praklek-praklek Penangguhingan Anak Berkan/lik dengan flukum dalam 
Kerangka Sislem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Juslice Sysiem) di Indonesia Perspekiif fiak Sipil 
dan Hak Polilik. diakses tanggal 5 Desembcr 2010 
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dapat memperbesar pcnyimpangan lingkali l.iiku tkyialialan) dan dapat 

membentiik karicr kriminai seseorang. Seseoning y ing telah inemperoteh cap atau 

label dengan sendirinya akan menjadi perhaliaii orang-orang di sekitamya.'* 

Dalam proses peradilan pidana anak m a : , i serine ditemukan kclalaian 

yang kurang memperhatikan kepentingan subjek ar.ak, dalam penanganan perkara 

anak selaku pelaku kejahatan, dalam setiap lin',z:Kat pemeriksaan (penyidikan, 

penuntutan umum, hakim) scbagai contoh kasus pidana anak yang semestinya 

diterapkan sesuai dengan ketenluan peradilan ur.Lk temsala hal ini terabaikan 

karena kelalaian dari Penyidik, PciuinluT Umum. maupun Ketua 

Pengadilan/1 lakim dalam hal proscdur penanganan- \a seperti Penyidik yang lama 

melimpahkan berkas perkara kepada Peniintui Umuni. Penuntut Umum yang lama 

meiimpahkan berkas perkara ke Pcngadilan Ncgcr-, dan Pcngadilan Negcri yang 

terlanjur menctapkan yang memcriksa dan mcnga.: li adalah Hakim Majelis yang 

semestinya Hakim Tunggal. 

Demikian pula pada waktu melakiikar tindakan kejahatan masih 

dikatagorikan anak (belum cukup berumur IK .ahiin) dan setelah dilakukan 

penyidikan, penuntulan, maupun proses persidangan di pcngadilan negeri temyata 

anak yang melakukan lindak kejahatan telah lewai umur 18 (delapan belas) tahun 

atau dikatagorikan bukan anak lagi, sehingga na-ing ditemui proses peradilan 

yang demikian dapat mengabaikan terjadi dcr^gan proses peradilan pidana 

' Romli Atmasasmila, Teori Jan Kapila Selekla Kumimih.'gi, Bandung, PT, Rafika Adilama, 
2010, Edisi Kedua, \ia\A9 

file:///ia/A9
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liiyaknya bagi pelaku kcjahalan orang tdah dewasa, Anak yang icrsangkut dalam 

suatu perkara pidana dalam proses penyidikan, penuntulan, harus segcra 

mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma dari seorang Advokal 

yang kelak akan mcnjadi Penasehat Hukum dalani persidangan di pcngadilan, 

seorang anak yang menjalani proses penyidikan, penuntulan dan persidangan 

pcngadilan menyediakan atau mendapalkan bantuan hukum secara cuma-cuma 

dari seorang Advokat. 

Anak nakal yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Pcrlindungan Anak, dikatakan sebagai anak yang bcrkonflik dengan hukum pada 

hakekalnya tetap merupakan orang yang belum dapat diminla pertanggung-

jawaban pidana secara peniih, hal ini sebagaimana dinyalakan oleh Diuinhur, 

bahwa "walaupun anak teiah dapat menentukan sendiri langkah alau perbuatan 

berdasarkan pikiran, pcrasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sckitarnya dapat 

mempenganihi perilaku anak tersehut. Oleh karena itu, dalam menghadapi 

masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekeliiingnya scharusnya lebih 

bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku 

anak tersehut".' 

Hubungan antara orang tua dan anaknya merupakan sualu hubungan yang 

. • ' ^. 

hakiki baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spiritualnya. 

\ 
Mengingat sifat dan clri khas hubungan antara orang tua dan anak, maka dalam 

' Djumhur, liimhingan dan Penyuluhan di Sekniah, C V Ilmu Bandung. Bandung. 1975, 
hal. 12 
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menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak nakal diiisahakan agar 

anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tiianya. Apabila hubungan antara 

orang lua dan anak kurang baik atau karena sit'al dan kdakiiannya sangat 

nicnigikan masyarakal sehingga perlu memlsahkan anak dari orang tuanya, 

hendaknya agar tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tcrsebut semata-mata 

demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan tetap mempcrhalikan 

kesehalan dan kewajaran alau sesuai dengan kebutuhan anak lerscbiit.'' 

Pemberian sanksi pidana terhadap anak selain memperhatikan kcsehatan 

dan kewajaran, juga perlu memperhatikan perkembangan mental anak. 

Schubungan dengan hal ini. dalam menanggulangi kasus anak. tidak 

menggunakan Undang-Undang Nomor 8 lahun 1981 tcniang Kiikiim Aeara 

Pidana, melainkan dalam melaksanakan proses peradilan anak juga liarus 

mengacu pada Undang-undang No I I Tahun 2012 tentang Sislem Peradilan 

Pidana Anak.. Dalam pelaksanaannya, penahanan ditentukan dengan 

memperhatikan kepentingan anak, selain ilu juga pembedaan ancaman pidana 

bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjatuhkan 'A 

(satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang 

dewasa, sedangkan untuk menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup 

tidak diperlakukan terhadap anak.^ 

* Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. Akadernik Pressindo C V . Jakarta, 1984, hal 20 
' Moelyatno I lukum Acara Pidana, Q'ma Aksara. iakavta. 1985,hal.14 
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Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 11 I alum 2012 tentang Sislem 

I'eradilan I'idana Anak dengan menimbang bahwa Undang-Undang Ntimor 3 

Tahun 1997 tentang I'engadilan Anak siidah lidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara 

komprehcnsil memberikan pclindungan kepada anak yang berhadapan dengan 

hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru dan perlu mcmbentuk 

Undang-Undang tentang Sistem i'eraJilan I'idana Anak. 

Anak yang berhadapan dengan hiikuin merupakan siluasi sulit vang 

dihadapi oleh anak, tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang pci orang, tctapi 

juga dapal disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia. seperti halnya 

sistem peradilan pidana. Dengan latar beiakang permasalahan yang sangat 

menarik ini, maka penulis tertarik untuk menciiti masalah di atas dan mengangkat 

permasalahan tersehut dalam skripsi dengan judul: 'Tinjauan Pelaksanaan Proses 

i'eradilan Pidana Anak Nakal dan Sanksi Pidana yang Dapat Dijaluhkan Menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". 

B . Permasalahan 

Berdasarkan latar beiakang masalah tcrsebut di atas. maka penulis dapat 

merumuskan pcrmasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

I . Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan 

dengan hukum? 
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2. Apa sattksi pidana yang dapal dijaUihkan Icrhadap anak nakal dalam proses 

peradilan pidana menurui Undang-Unuang Nomor I 1 I ahun 2012? 

C . Ruang Lingkup dan T u j u a n 

Tiijiian yang hcndak dicapai dalam melakukan penelilian mengcnai 

permasalahan anak nakal tcrsebut di atas adalah: 

1. Untuk mcngctahui bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal 

yang berhadapan dengan hukum. 

2. Untuk mcngctahui apa sanksi pidana yang dapat dljatuhkan terhadap anak nakal 

dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor I I lahun 

2012. 

Agar penclil'iin ini mcnjadi lebih tcrt'okus. maka scsuai dengan judul dan 

permasalahan dalam proposal ini, pembahasan akan dlhatasi tenlang proses 

peradilan pidana anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dljatuhkan terhadap 

anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 1 

Tahun 2012. 

D. Metodelogi Penelitian 

I , JcnLs Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelilian hukum normatif {yuridis 

normatiO yaitu, suatu penelitian hukum yang menggunakan^data sekunder atau 

data kepustakaan yang merupakan suatu proscdur penelitian ilmiah. sedangkan 



logika dalani penelilian hukum normatifdibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan 

cara-cara kerja dari ilmu hukum normatif.'* 

2. Sifat Penelilian 

Penelitian ini bersifat dcskriptif analisis yaitu, suatu penelilian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan 

hukum'' yang di dalam ini berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan pidana 

anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dijaluhkan menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis, namun 

tidak tertutup kemungkinan mcnggunakan data primer untuk melihat hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pendekatan yuridis 

digunakan untuk manganaiisis berbagai peraturan perundang-undangan guna 

memperoleh dala sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai 

temuan dalam masyarakat yang akan dijadikan sumber data primer untuk 

mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang teguh pada ketenluan 

normatif. 

i . Teknik Pengumpulan Dala 

Untuk mencapai tujuan penelitian maka digunakan metode pengumpulan 

data berupa studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku atau literatur dan bacaan 

rcferensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkailan dengan masalah 

" Jhony Ibrahim, Teori dan Melodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia, Surabaya, 
2006, hal. 47 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986. hal. 63 
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hukum tentang proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi yang dapal 

dijaluhkan terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum dalam penelilian 

risct di lapangan. Dala sekunder penelilian yang digunakan tcrdiri dari:'" 

i i . llahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yang tcrdiri dari aturan hukum dalam berbagai perangkat 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 lahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, 

b . Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperolcli 

dari biiku teks, jumal-jumal. pcndapal sarjana. dan hasil-hasil penelitian iiniiah, 

hasil karya iimlaK yang dapat membantu dalam mengkaji permasalahan yang 

bempa "Undang-Undang, Peraturan Pcnierinlah, Kepuiusaii Presided, 

Keputusan Pcngadilan, serta Bahan Kepustakaan yang kescmuanya sebagai 

data sekunder."" 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier mempakan bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti kamiis 
\ 

Jhoni Ibrahim. Teori dan Melodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia, Surabaya. 
2006, hal. 162 

" Soeryono Sockamto, Penganltir Penelilian Hukum. t'cncrbil Universitas Indonesia, Jakarta, 
1986. hal, 151-152 
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cnsikiopcdia, dalam hal ini pennlis mcnggunakan kamus IJcsar Bahasa 

Indonesia (K.BBI). '" 

Pengolahan Data 

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada 

dasamya merupakan dala lataran yang dianalisis secara deskriptif kiialitatif. 

Pcnafsiran yang digunakan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan ini 

adalah:" Pcnafsiran Aulenlik, Sistematis, dan Pcnafsiran l-ungsional. 

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelilian ini 

adalah mcnggunakan logika bcrpikir deduklif. yakni pcnalaran yang berlaku 

umum pada masalah tertcntu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses 

yang terjadi adalah kongkretisasi dari hal-hal yang dirumuskan secara umum 

unluk diterapkan pada keadaan khusus. 

H. Sistematika Penulisan — 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Masing-masing 

bab terbagi dalam beberapa Sub Bab yang memberikan uraian sehingga 

mempcrmudah pcmbaca mcngctahui gambaran secara ringkas mengcnai materi 

yang dikemiikakan dalam tiap bab. 

Aminiddin dan Zainal Asikin, I'enganUir MeioJa Penelilian Hukum, PT. Raja Cirafmdo 
I'crsada. Jakarta, 2003, hal 31-32 

" Usmawadi, Pefunjuk Praklis Penelilian Hukum. Bagian ilukum Intemasional I-akulias 
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hat. 73 
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BAB I PI'-NDAI lULlJAN Bab ini iiicngLiraikan mengcnai l.alar Udakaiig, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelilian, Melodologi serla 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TfN. lAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan gambaran umum 

tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan pelaksanaan proses peradilan 

pidana anak nakal dan sanksi yang dapat dljatuhkan menurut Undang-Undang 

Nomor i 1 Tahun 2012. 

BAB HI PEMBAHASAN D A N HASIL Pl iNELITlAN Bab ini berisikan 

uraian tenlang hasil penelitian dan pembahasan, berupa gambaran-gambaran 

pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal dan penjaluhan sanksi terhadap 

pelaku (anak nakal) yang berhadapan dengan hukum. 

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab tcrakhirdarl penulisan skripsi 

yang berisi Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Saran-saran yang diharapkan 

dapal membantu dalam hal pelasanaan proses peradilan pidana terhadap anak 

nakal dan menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak nakal yang 

bermasalah. 

Daftar Pustaka 

\ 
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BAB II 

T I N J A U A N P U S T A K A 

A. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berhadapan dengan Hukum 

Menurut pendapat Romli Atmasasmila sebagaimana yang dikulip oleh 

Guitom, dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Icrhadap Anak dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, delinquency adalah sualu lindakan 

atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap berlentangan 

dengan ketentuan-kelcnluan hukum yang berlaku di suatu ncgara dan yang oleh 

masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela." 

Anak merupakan aset bangsa, scbagai bagian dari generasi muda anak 

berperan sangat strategls sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks 

Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain Itu. anak 

menipakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan 

tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran stralegis, mcmpunyai ciri atau 

sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksislensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak 

dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-iuasnya untuk dapat tumbuh 

dan berkembang secara oplimal,baik fisik, mental maupun sosial! Terlebih lagi 

bahwa masa kanak-kanak merupakan ptriode pembentukan watak, kcpribadian 

' Gultoni, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sislem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia, 
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(Ian karaklcr diri scdrarig niaiuisia. agar kfhrdupan mercka mL'inilrki kckiiataii dan 

kemampuan scrta berdiri Icgar dalam mcnili kchidupan'" 

Penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan pcndckalan khusus 

yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hat pcnting yang perlu dipcrlialikiin dalam 

pcraluran perundang-undangan yang berkailan dengan anak. adalah konsekuensi 

pencrapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonorni, sosial 

polilik. dan budaya masyarakal, Pcrlunya penanganan yang bcrbcda terhadap anak 

pelaku tindak pidana menurut I laskel dan Yoblonsky didasarkan pada factor-

faktor: 

1. Dibedakan oleh umur, sebclum usia 18 (delapan bclas) tahun. 

2. Anak delinqucn dipetlimbangkan sebagai tidak dapat dipcrlanggiing-

jawabkan atas tindakannya. 

3. Dalam menangani anak dvlinquen. tilik beratnyu pada kcpribadian anak dan 

faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan petanggaran. 

4. Tindakan atau pcmbinaan icrhadap anak delinquen lebih diarahkan kepada 

program yang bcrsifal terapi daripada pcnghukuman. 

5. Meskipun sudah terdapat pcrubahan tetapi proses peradilan anak mcmpunyai 

kecendcrungan unluk tidak menitik-beralkan pada aspek hukumnya, namun 

\ 

Maidin Guitom, Pcrlindungan Hukum Terhadap Anak dahun Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia. Bandung, Rcfika AHiiama, 2(M)8, him.. I 
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prosedumya dalam pcngadilan lebih bersifat informal dan individual 

(^informal and personalize n procedure).'' 

Menurut Barda Nawawi Arief. pendekatan khusus dalam menangani 

masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalani berbagai 

pernyataan: 

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (Juvenile offender) junganlah 

dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai 

orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dun kasih sayang. 

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan 

persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh 

mungkin menghindari proses hukum . semata-mata menghukutn yang bersifat 

degradasi mental dan penurunan semangat (discour age mcni) serta 

menghindari proses stigmatisasi yang dapat mcnghambat proses 

perkembangan, kematangan. dan kemandiiian anak dalam arii yang wajar.'' 

Dalam proses peradilan anak terdapat beberapa jaminan perlindungan 

terhadap anak lainnya, menyangkut: 

1. Proses penyidikan dalam suasana kekelurgaan 

2. Tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang 

dewasa 

" Kusno Adi, Kebijakan Kriminai dalam Penanggutangan Tintiak Pidana Sarkutika oleh 
Anak, U M M . Malang, 2009. hal,39 

Muladi dan Barda Nawawi Arief. reori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, 1992, 
hal. 115 



16 

prosedumya dalam pengadiiaii lebih bcrsifal informal dan irulividual 

(informal andpersonalizcn procedure).'' 

Menurui Barda Nawawi Arief. pendekatan khusus dalam menangani 

ma.salah hukum dan peradilan anak anlara lain sering terungkap dalam berbagai 

pernyataan: 

1. Anak yang melakukan lindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah 

dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dihhat scbagai 

orang yang memerlukan banluan, pengertian, dan kasih sayang. 

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengoiamakan pendi-katan 

persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh 

mungkin menghindari proses hukiiiii , sciiiata-mala mcnghukum yang bersilat 

degradasi mental dan penurunan semangat (di.-icouragemenl) serta 

menghindari proses stigmatisasi yang dapat mcnghambat proses 

perkembangan, kematangan, dan kemandiiian anak dalam arti yang wajar.'^ 

Dalam proses peradilan anak terdapat beberapa jaminan perlindungan 

terhadap anak lainnya, menyangkut: 

1. Proses penyidikan dalam suasana kekelurgaan 

2. Tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tcmpal orang 

dewasa 

" Kusno Adi. Kebijakan Kriminai dalam Penariggulangan Tindak Pidana Narkolika oleh 
Anak, U M M , Malang, 2009, hal.39 

" Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, 
hal. 115 
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3. Kcbiiltihan jasmani, rohani, dan sosial anak banjs dipcnuhi 

4. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup 

5. Adanya pcrsyaratan-persyaralan unluk dilelapkan sebagai hakim, peniinlul 

umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak. 

Schubungan dengan hal ini. maka perangkat tujuan pemidanaan yang 

bersifat integratif terhadap anak nakal mencerminkan adanya hal-hal sebagai 

berikut: 

1. perlindungan masyarakal. 

2. memelihara solidaritas masyarakat, 

3. pencegahan (umum dan khusus), dan 

4. pengimbaian/pengimbangan." 

Mcnurut Maconochie. ada beberapa hal yang harus dipcrhatikan 

schubungan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri pada poin terakhir menyebutkan 

bahwa, "Pada lahap terakhir seorang narapidana di samping masih diharuskan 

untuk memperoleh perhltungan penilaian sehari-hari, berhak untuk mendapalkan 

pertakuan disiplin yang lebih ringan dengan maksud untuk mempersiapkan 

pelepasannya kc masyarakat."" 

Sejalan dengan konsep Peradilan Anak yang dikaitkan dengan Pembinaan 

Anak Nakal, maka saat ini telah digalakkan konsep yang dinamakan, reslorative 

justice atau 'keadilan restoratif yaitu. suatu proses dimana semua pihak yang 

Muladi, Lembaga Pidana Bersyaral, Bandung, Alumni. l ahun 1965, him. 11 
" Ibid, hal.98 
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bcrhuhungan dengan suatu hal lertentu bisa secara bersama-sama nenecahkan 

masalah dan bagaimana mengani akibat alau implikasinyn di masa yang akan 

datang. 

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 

kriminai sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti 

pcrgaulan, pendidikan, leman beimain dan sebagainya, karena tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak pada umuinnya adalah merupakan proses meniru ataupun 

lerpengaruh tindakan negative dari orang dewasa atau orang disekitamya. Kclika 

anak tersehut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada 

pada akhimya mcnempatkan anak dalam status narapidana tcnlunya menibawa 

konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. I'roses 

pcnghukuman yang dihcrikan kepada anak Icwat sistem peradilan pidana formal 

dengan memasukkan anak ke dalam penjara temyata tidak berhasil menjadikan 

anak jera dan menjadi pribadl yang lebih baik untuk menunjang proses turribuh 

kcmbangnya. Penjara justru .scringkali membuat anak semakin profesional dalam 

melakukan tindak kejahatan. Oleh karcnanya, negara hams membcrikan 

perlindungan terhadap anak apabila anak tersehut mcnjadi pelaku tindak 

pidana.Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada 

pembinaan pada kcluarga, kontroi sosial terhadap pcrgaulan anak, dan penanganan 
( 

yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah 

ncgara.Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal 

.sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 
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kemanustaan untuk membuat aturan formal lindakan mengeluarkan (removcj 

seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan lindak pidana 

dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain yang dianggap 

Icbih baik untuk anak. 

B. Pengertian dan Bata.sHn Umur Anak dalam I 'crat i iran PcriiiKlang-iindangan 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengcnai masalah anak 

selama in! dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam membcrikan perliaiian 

secara khusus baik pcngaluran yang berisfat membcrikan perlindungan icrhadap 

anak-anak dalam lapangan hukum perdata maupun dalam lapangan hukum pidana 

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dinian.i 

dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-bcda 

pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum scbagai wuind 

kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersehut mengakibalkan hcralilinya 

status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat 

bcrtanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan lindakan hukum yang 

dilakukannya. 

Beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah: 

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdala 

"Belum dewasa adalah mercka yang belum mencapai umur genap 21 lahun dan 

tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan ilu dibubarkan sebclum 
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umur mercka genap 21 lahun. maka mcreka lidak kemhali dalam kcdudiikan 

belum dewasa." 

b. Menurui Ufulang-Undang Nomor 4 l ahun 1979 leniang Kesejahteraan Anak 

Pasal I angka 2: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 2! lahun 

dan belum pemah kawin." 

c. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pcngadilan Anak Pasal I 

angka I : "Anak adalah orang yang diam perkara anak nakal lelah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur IX (delapan bclas) labun 

dan belum pemah kawin." 

d. Menurui (indang-l Indang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal I angka 5; "Anak adalah setiap manusia yang benisia di bawah IX 

(delapan bclas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal lersebul adalah demi kepentingannya." 

e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal I angka I : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan bclas 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." 

f. Mcnurut Hukum Adat "Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya. 

tctapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan 

yang diisyaratkan dalam kchidupan masyarakat; dapat mcngurus kekayaan 

sendiri." 

Kcnakalan anak sering disebut dengan "juvenile delinquency" atau yang 

hiasa diartikan sebagai "kejahatan remaja" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan 
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lingkali lakii. perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial. 

bcrtcntangan dengan againa, dan kctcnluan-kcleihuaii hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Dalam Wikipedia, orang yang merupakan situs ensiklopcdia bebas, isiilab 

remaja dapal diartikan sebagai waktu manusia berumur bdasaii taliun, dilBona 

pada masa remaja manusia tidak dapal disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat 

pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-

anak mcnuju dewasa yang berjalan antara umur 12 laliun sampai dengan umur 21 

tahun. 

Menurut pendapat Atmasasmila sebagaimana yang dikulip oleh Gulloni, 

dalam bukunya yang berjudul Perlindungan IlLikiim icrhadap Anak dalam Sis'cm 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, delinquency adalah sualu tindakan alau 

perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangafl dengan 

ketentuan-ketenluan hukum yang berlaku di sualu negara dan yang olcli 

masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 

Kedudukan kcluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila 

pendidikan kcluarga gagal. maka anak cendcrung melakukan tindakan kcnakalan 

dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah lindakan kejahatan atau 

kriminai. Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak bcrpendapal 

bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat mcnghasilkan "anak 

nakal", adalah: 
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a. Adanya anggota lainnya dalam nimah tangga itii scbagai pcnjahal, pcmabuk, 

cmostoiial; 

b. Kctidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kemalian, pcrceraian 

atau pelarian diri ; 

c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh. tacal inderanya, 

atau sakit jasmani alau rohani; 

d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hatl, cemburu. terlalu 

banyak anggota kcluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan; 

e. Perbedaan rasial, siiku, dan agama ataupun perbcdaan adat istiadat, rumah 

piatu, panti-panti asuhan. 

Undang-Undang Nomor I I Tahun 2012 tentang Sistim I'eradilan Pidana 

Anak membcrikan dctlnisi mengcnai anak nakal dalam Pasal I angka 2. yang 

berbunyi: "Anak Nakal," adalah: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 

menunit peraturan perundang-undangan maupun mcnumt peraturan hukum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan." 

Setiap manu.sia dalam pcrjaianan hidupnya past! pcrnah mengalami 

kcgoncangan pada masa menjelang kedewasaan. dimana tindakan-tlndakannya 

mempakan manifestasi dari kepuberan remaja. Oleh karena hal terseebut, 

diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa 
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pcrubahan menielang kedewasaan itu dapal dilewali dengan baik tanpa terjadi 

tindakan-lindakan yang menjurus ke arah perbuatan kriminal-

Apabila dilihal dari siidtil pandang sosiologis, peradilan merupakan suatu 

lembaga kemasyarakatan atau sualu tnstitiisi sosial yang berpnises untuk meiitapai 

keadilan. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan 

himpunan kaldah-kaidah dari segala tingkalan yang berkisar pada sualu kebuliihan 

pokok dalam kchidupan masyarakat. Kaidah-kaidah tersebui mclipuli peraturan 

yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pcngadilan yang mcmpunyai 

peran unluk mcmcnuhi kebutuhan pokok dalam kchidupan masyarakat, yaitu 

kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenlcram. 

Menurui Siidikno Mertokusumo. sebagaimana telah dikulip oleh Romli 

Atmasasmila dalam bukunya yang berjudul, I'eradilan Anak di Indonesia, 

peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak. 

yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh 

negara serta bebas dari pengaruh apapun satau siapapun dcngancara memberikan 

putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "eigenrichling" 

(premanisme). 

Penggunaan kata "anak" dalam Peradilan Anak mcnunjukkan batasan atas 

perkara yang ditangani, yaitu^perkara anak. Dengan demikian. proses memberi 

keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tcrsebut 

juga harus discsuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan 
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dalam Peradilan Anak dilcntiiakan berumur antara 8 (delapan) lahun sampai 

dengan 18 (delapan belas) tabuii dan belum pemah kawin. 

Ualam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 I'ahun 2012 tenlang 

Sistim Peradilan Pidana Anak diatur bahwa. apabila anak melakukan tindak pidana 

pada batas umur yang dimaksuJ dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang 

pcngadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersehut namun 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke Sidang 

Anak. Berdasarkan ketenluan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak tersehut, maka 

petugas dituntut kctclitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan 

dengan bukti-bukti mengcnai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan. 

Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan Peradilan 

Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dengan kualifikasi perkara 

yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal 

melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUIIP) . Oleh 

karena hal tcrsebut, maka secara sistematika hukum (recht sislemalisch) isi 

kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh: 

1. Melampaui kompetensi absolut {absolute compelenties) Badan Peradilan 

Umum; 
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2. Memeriksa, mengadili dan inemutus perkara-perkara yang iclah mcnjadi 

kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Hadan Peradilan 

Agama. ^ 

Dalam Sislem Peradilan Anak, lerkail beberapa unsur yang merupakan salu 

kesaluan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Peluyas 

Lembaga Pcmasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang add akan membcrikan 

perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tcrsaiigka. icrdakwa, maupun 

sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu. dalam pemheniukan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengcnai Peradilan Anak. Iiak-hak anak 

adalah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersehut. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk meneiplakan 

kondisi agar setiap anak dapal melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak tcrsebut secara wajar. baik lisik, mental, 

maupun sosial. Hal tersehut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara bcrlebihan dan 

harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu 

sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat 

negalif. 

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, benanggungjawab 

dan bcrmanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektil dan elisien terhadap 

perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak 

boleh mengakibalkan matinya inisiatif. kreativitas dan hal-hal lain yang 
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menyebabkan ketcrgantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. 

Sehingga anak mcnjadi lidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam 

menggunakan hak -haknya dan melaksanakan kcwajiban-kewajibannya. 

Dalam Pasal I angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenlang 

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh. 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekcrasan dan diskriminasi, Hal 

tcrsebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tenlang tujuan perliiidimgan anak 

yaitu untuk menjamin lerpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, lumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal scsuai dengan harkat dan martabal 

kemanusiaan, scrta mendapat perlindungan dari kekcrasan dun diskriminasi demi 

tcrwujudnya anak Indonesia yang berkuatitas, berakhlak muMa dan sejahlera. 

Perlindungan anak dapal dilakukan secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tcrsebut langsung ditujukan 

kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, 

antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari 

luar maupun dari dalam dirinya. mendidik, membina. mendampingi anak dengan 

berbagai cara, mencegah kciaparan dan mcngusahakan kesehatannya dengan 

berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. 

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah 
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kegiiiliin yang tidak langsung diliiitikan kepada anak, melainkan orang lain yang 

lerlibal atau melakukan kegiatan dalam usaba pcrlindungan terhadap anak tcrsebut. 

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 lahun 2002 tenlang 

Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara. pcmerintah. 

masyarakat, kcluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi 

anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan 

berhagai macam usaha dalam situasi dan kondisi terlentu. 

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kchidupan agar anak bcnar-

benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. 

Dalam masyarakat, kctentuan-ketentuan yang mengatur mengcnai masalah 

perlindungan anak dltuangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan 

Hukum Pcrlindungan Anak yang merupakan sebuah aturan yang menjamin 

mengcnai hak-hak dan kewajiban anak berupa: hukum adat, hukum perdata, 

hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain 

yang berhubungan dengan pcrmasalahan anak. 

Dalam bukunya yang berjudul, Hukum dan Hak-Hak Anak, inanlan hakim 

agung, liismar Siregar mengatakan bahwa, masalah perlindungan hukum bagi 

anak-anak merupakan salah satu sisl pendekatan untuk melindungi anak-anak 

Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didckati secara yuridis saja 

tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonorni, sosial dan budaya. 

Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darural, misalnva 



anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta anak dari kclompok miiiorilas 

dan lerisolasi diatur seeara terperinci dalam Bab V I I I Bagian Kelima Undang-

Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 0 2 tentang Perlindungan Anak. Pasal 6 4 ayat ( I ) 

Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 0 2 menjelaskan bahwa, pcrlindungan khusus 

bagi anak yang berhadapan dciigan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 59 adalah meliputi anak yang bcrkonilik dengan hukum dan anak korban 

tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pcmerintah dan 

masyarakat'^. 

C. I lak-hak Anak Pclaku Tindak I'idana dalani Proses Peradilan Pidana 

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui 

Keppres N o . 3 6 Tahun 1 9 9 0 tentang pengesahan Convention on The Right oTChild 

(Konvensi tenlang hak-hak anak). Peratillkasian ini sebagai upaya negara unluk 

memberikan pcrlindungan terhadap anak. Dari berhagai isu yang ada dalam 

konvensi hak anak salah satunya yang sangat membuluhk:in perhatian khusus 

adalah anak, diantaranya anak yang bcrkonflik dengan hukum. Secara hukum 

Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 

tentang Pcngadilan Anak yang sudah diganii dengan Undang-undang No 11 tahun 

2 0 1 2 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak 

Asasi Manusia dan Undang-Undang N Q . 2 3 Tahun 2 0 0 2 tcniang Perlindungan 

Anak. 

Bismar Siregar, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta, Bumi Aksara. 2006, him 45 
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Salah satu solusi yatig dapal dilcmpuh dalam penanganan perkara lindak 

pidana anak adalah pendekatan reslorative juclice. yang dilaksanakan dengan cara 

pen,.';ilihkan (diversi). Restorative justice merupakan proses peryelesaian yang 

dila.<ukan di luar sislem peradilan pidana (Criminal Justice System) dciigan 

melibalkan korban, pclaku, kcluarga korban dan pelaku, masyarakal serta pihak-

pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk 

mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restoralive juslice dianggap cara 

bcrlkir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejalialan yang 

dila.sukan oleh seorang anak. 

Orang tua merupakan orang yang perlama-tama beilanggungjawab atas 

ler' .uiiidnya kesejahteraan anak, baik secara rohani. jasmani maupun sosial Orang 

lua w ajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mcndidiknya sampai dengan 

ana,". ter.sebul dewasa dan mandiri. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 1 ahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

mer V ebutkan bahwa anak berhak atas: 

1. kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik 

calam kcluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

Nerkembang dengan wajar, 

2. pvlayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kchidupan sosialnya, sesuai 

oengan kebudayaan dan kcpribadian bangsa, unluk menjadi warganegara yang 

baik dan berguna; 
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3. pcmeliharaan dan pcrlindungan, haik dalain kandungan maupun scsudah 

dilahirkan; dan 

4. perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembanganiiya dengan wajar. 

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mcndasar dalam 

kchidupan anak. I crutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua. Tetapi 

dalam kenyataannya, banyak anak dibcsarkan dalam kondisi yang penuh dengan 

konllik sehingga seringkalt menyebabkan perkembangan j iwa anak lersebul 

menjadi tidak sehat. Perkembangan kcpribadian anak yang berada dalam situasi 

seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang 

sering dikatcgorikan sebagai kcnakalan anak. 

Kcnakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kchidupan 

bermasyarakat. Bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat 

kcnakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersehut juga menjadi 

terganggu keamanan, kcnyamanan dan ketertiban kehidupannya. Kcnakalan anak 

pada akhimya bukan sekedar mcrugikan orang lua dan masyarakat di sckitarnya. 

Tetapi lebih jauh mcngancam masa depan bangsa dan negara, dimana anak 

merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia. 

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja 

pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecendcrungan pclakunya adalah masih 

tcrgolong usia anak-anak, Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan 
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penangguliingan kcnakalan anak perlu segera dilakukan Salah satu upaya 

pemcriiKah dalam melakukan pencegahan dan penanggiiiangan kcnakalan yaitu 

dengan menyelenggarakan sislem peradilan pidana anak {Juvenile Justice System) 

melalui L'U No. I I lahun 2012 leniang Sislem Peradilan Pidana Anak yang 

menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pcngadilan Anak yang dilakukan 

dengan (ujiian agar dapat Icrwujiid peradilan yang bcrar-benar menjamin 

perlindungan kepentingan lerhaik terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum sehagai penerus bangsa. 

Mengingal ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pclindungan 

terhadap anak. perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di 

pcngadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, 

sebclum masuk proses peradilan, para penegak hukum, kcluarga, dun 

ma.syar!ikat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar Jaiur pcngadilan 

dalam hal lindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 

7 lahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi 

berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal I ayat (6) UU No 11 Tahun 

2012 tentang Sislem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa kcadiian 

restoratit adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibalkan 

pelaku. korban, keluarga neiaku/korban, dan pihak lain yang lerkait untuk 

"• Siind.mg Sambas, 2010, PembuHaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha 
Ilmu, Yiiyyakana, him. 10'' 
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bersama-sama mcncari penyclesaian y:ing adil dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

I>. Kon.scp Restoratif Justice Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak 

Restoralive Justice diimplcmentasikan kc dalam Undang-Undang Nomor 

I ) Tahun20l2 leniang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di 

dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan Restorative 

Justice terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur 

merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain 

membahas tentang keadilan. Restoralive Juslice juga menjadikan suatu sistem 

peradilan yang seimbang karena dapat memberikan pcrlindungan dan pcnghargaan 

serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang bcrkonilik. 

Munctilnya Restorative Justice karena proses pidana belum memberikan 

keadilan pada korban. Reslorative Justice mcnempatkan sebuah kejahatan .scbagai 

suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar 

pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sehagai pcrusak 

hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan 

sebagai masalah Negara'^. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur tidak semestinya dibertakukan apabila tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak lergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam 

KUIIP Pasal 364 tentang pcncurian ringan. 

" http;//ai2ngl973.blogspol.cooi/2008/05/restorativ e-jusiice.htnil, diambil pada langga I 2 
November 2014 
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Restorative Justice mcmborikan pcncgasan bahwa anak yang bcrkonilik 

dengan hukum bukan untuk dihukiim melainkan hams dibimbiiig dan dibina agar 

dapal mcnjadi anak yang Icbih baik, karena liijuan ulania dari Restorative 

Juslice adalah pemulihan atau mengcmbalikan kepada kondisi scmula dan 

memberikan kesempatan kepada anak iiiiluk mempertanggungjawabkan at;us apa 

yang telah ia lakukan. Untuk menenipkan Restorative Justice perlu adanya 

kebijakan dari pihak kcpolisian .sebagai penegak hukum unluk menggunakan 

kewenangan diskresi dalam mcnilai sebuah perkara anak yang masuk apakah 

dapat dilanjutkan ataukah dilienlikan"'. Karena pada kcnyalaanya banyak sekaii 

perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang 

lergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 K U I IP) dan masih bisa disclcsaikan 

melalui konsep Restorative Justice melalui proses inediasi, namun hanya karena 

adanya bukti yang cukup maka polisi tcrus melanjutkan perkara tersehut lanpa 

melihat hak anak lersebul. 

Menumt Undang-Undang No. I I rahiin20l2 Tentang Sisicm Peradilan 

Anak nienggunakan istilah anak yang berkonlltk dengan hukum, .Anak yang 

bcrkonilik dengan hukum adalah anak yang berumurl2 (dua bclas) lahun, tetapi 

belum berumurlS (delapan belas) lahun yang diduga melakukan lindak pidana, 

Anak yang bcrkonflik dengan hukum dapat didefinisikan scbagai anak yang 

Martina, Peradilan Pidana Anak di Indottfsia.Rtrika Atlilama, Bandung. 2009. hirn 

18 
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disangka, drtuduh. atau diakui sebagai anak yang tdah mclanggar Undang-

Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat ( I ) Konvensi l l akAnak" ' 

Dalam prespektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkontlik dengan 

hukum dikatcgorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang 

bcrkonilik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan- kebutuhanya lidak 

terpenuhi, sering mengalami tindak kekcrasan. berada di luar lingkungan kcluarga 

dan membuluhkan perlindungan dan keamanan diri . Peran orang tua sangat 

dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. 

Menumt Pasal 26 ayat ( I ) humf a Undang-Undang No.23 lahiin 2002 Tentang 

Perlindungan Anak bahwa "orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, 

dan melindungi anak". 

Konsep Restorative .histice lelah muncui lebih dari dua puluh lahun 

yang lalu scbagai altcmatif penyclesaian perkara pidana dengan pelaku anak. 

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (Pi)B) 

mendefnisikan reslorative Juslice sebagai suatu proses semua pihak yang 

berhubungan dengan tindak pidana terlentu duduk bersama-sama unluk 

memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibai pada masa yang 

akan datang^". Reslorative Juslice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah 

(pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan 

menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai sualu kcadiian 

Rika Sara,swati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. PT Citra Adilya liakli. 
Bandung, 2009, him I l.l 

Ibid, him 118 
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yang diharapkan oleli para pihak yang lerlibal d:ilain hnkni!! pidana lersebul yailii 

pelaku tindak pidana (kcluarganya) dan korhan liiulak pidana (kcluarganya) 

unluk uiencari solusi Icrbaik yang disclujiii dan discpakaii para pihak. 

Restoralive Justice merupakan proses penyclesaian >ang dilakukan di luar 

sistem peradilan pidana {criminal Justice System) dengan melibalkan korban, 

pelaku. keluarga korban dan pclaku. masyarakal. serui pihak-pihak yang 

bcrkepenlingan dengan suatu lindak pidana yang terjadi lumik mencapai suatu 

kesepakalan. Konsep Restoralive Juslice mcmpunyai pengertian dasar bahwa 

kejahatan merupakan sebuah lirulakan melauan oram.: atau masyarakat dan 

berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakari norma hukum. 

Masih banyakiiya anak yang bcrkonilik dengan liukum melcwali proses 

peradilan dan masih bariyaknya anak yang bcrkoniik dengan hukum dijatuhi 

pidana penjara. Konsep Restorative Justice bisa dijadikan masukan dalam rangka 

membcrikan perlindungan kepada anak yang berkontlik dengan hukum. Tujuan 

utama dari Restoralive Juslice adalah perbaikan alau pergantian kcrugian yang 

diderita oleh korban, pcngakuan pclaku terhadap luka yang diderita oleh korban 

atau masyarakal akibai tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban 

dan masyarakat''. 
It' 

Restoralive Justice juga bertujuan merestbrasi kesejahteraan masyarakat, 

memperbaiki diri dengan cara mengliadapkaii anak sebagai pelaku berupa 

pertanggungjawaban kepada korban alas lindakanya. Conuib pertanggungjawaban 

Martina, op c". him 23 
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kepada korhan dalam lindak pidana pcncurian, anak sehagai pelaku dapat 

mengganti kemgian, atau mengembalikan barang yang lelah dia curi dari korban. 

Konsep Restorative Juslice tidak akan berjalan secara elcktir tanpa adanya 

kcrjasama dan keteriibatan antara korban. pelaku. dan masyarakal. Jika antara 

kedua hclah pihak antara korban dan pclaku lidak mcnghendaki proses 

penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, 

perkara betul-betui dipegang oleh aparat penegak hukum yang mcmpunyai 

minat, perhatian, dedikasi. 
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[ tAB III 

I 'KMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Proses Peradilan I'idana Anak Nakal yang Berhadapan 

dengan Hukum 

Icrhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 

1 I Pahiin 2012 mcnggunakan islilah "anak nakal". Sislem Peradilan Pidana Anak 

(Juvenile Juslice Sysiem). adalah segala unsur sislem peradilan pidana yang 

tcrkait di dalam penanganan ka.siis-kasus kcnakalan anak; 

Pertama. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali 

bcrscnluhan dengan system peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak 

akan dibebaskan alau diproscs lebih ianjut. Kedua, Jaksa dan lembaga 

pcmbebasan bersyaral yang juga akan menentukan apakah anak akan Jibebaskan 

atau diproses ke pcngadilan anak. Ketiga. Pcngadilan Anak, tahapan ketika anak 

akan ditempatkan dalam piiihan-piiihan. mulai dari dibebaskan sampai 

dimasukkan dalam institusi pcnghukuman. Yang terakhir. Institusi Penghiikunian. 

Ada 2 (dua) kalegori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan 

hukum, yaitu: 

a. Status Offender adalah perilaku kcnakalan anak yang apabila dilakukan oleh 

orang dewa.sa tidak dianggap sebagai kejahatan. seperti tidak menurut, 

membolos sckolah atau kaburdari rumah; 
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b. Juvenile Delinquency adalali perilaku kcnakalan anak yang apabila dilakukan 

oleh orang dewa.sa dianggap kcjahalan alau pelanggaran hukuni, Pelaksanaan 

Sistem Peradilan Pidana Anak ditcgakkannya demi mencapai kesejahteraan 

anak dengan berdasar prinsip kepentingan icrbaik bagi anak berdasarkan pada 

pcrlindungan anak dan pemenuhar. hak-hak anak {protection child and 

fullftlmenl child rights based upprouch). 

Selanjulnya, akan dibahas Sistem Peradilan Anak di Kcpolisian, 

Kejaksaan, dan Pcngadilan. Dalam pelaksanaan proses penyclesaian tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan konsep restorative justice. Konsep 

restorative Justice yang diimplemenlasikan dalam Undang-Undang No. I I Talum 

2012 I'cntang Sisicm Peradilan Pidana Anak mcmpunyai dasar yuridis. Pasal 28 

ayat (2) UUD 1 9 4 5 menyatakan hahua "setiap anak bcrhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan kembang. serta bcrhak alas perlindungan dan diskriminasi". 

Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 labun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

UU No.23 Tahun 2002 tentang Pcrlindungan Anak '^ 

Undang-Undang Nn. I t l ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemcrintah 

Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Petadilaii 

pidana dengan Konsep Restorative Justice bertujuan untuk; 

1. Mengupayakan perdamaian anlara korban dan anak; 
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; 

Nasir Djamil. Anali Bukan I ntuk IB Hukum. Sinar Grafika, Jak.-vla. 2013, htm 53 
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3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan; 
4. Menanamkan rasa tanggung jawah anak; 
5. Mewujudkan kesejahteraan anak; 
6. Mcnghindarkan anak dari perampasan kcmerdckaan; 
7. Mendorong masyarakat unluk beipartisipasi 

8. Mcningkatkan kcteramptiati anak .̂ 

Scbenamya dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pcngadilan Anak sudah 

ada upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan 

lag! diliijukan untuk memberikan pembalasan (dalatn pandangan rctribiitit). 

akan letapi lebih diarahkan pada proses pcmbinaan agar masa ma.sa depanina 

menjadi Icbih baik. Namun, paradigma ini dirasakan lidak cukup karena 

perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang pcngadilan anak di 

mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mcngubah jenis 

pidana mcnjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi semlnimal mungkin 

memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana'" Oleh sebab itu dimasukan 

konsep Restoralive Justice kc dalam pembahasan dalam UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi 

penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak 

sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang membcrikan peluang 

untuk dilakukannya proses pcngalihan perkara (Diversi) yang dilakukan oleh 

Polisi dan Penuntut Umum scrta pejabat lain yang berwciVang menjauhkan anak 

dari proses peradilan. 

" I b i d , him 13.3 
" ibid , him 134 
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Konsep mengcnai Restoralive Justice masuk dalam Pasal 5. balivva Sisicm 

Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratit" 

(ayat ( 1 ) ) . yang meliputi (ayat (2)): 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, k c n a l ' dilcnlukan lain 

dalam undang-undang ini 

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pcngadilan dalam lingkup peradilan 

umum 

c. Pcmbinaan, pcmbimbingan, pengawasan, dan/alati pcndanipingan selama 

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana alau 

tindakan. 

Dan ditegaskan bahwa pada humf a dan b wajib diupayakan diversi (ayat 

(3)). Pasal 5 ayat ( I ) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan 

pcndckalan keadilan restoratif. Dapat dikatakan bahwa konsep Restorative Justice 

merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap 

perkara anak yang bcrkonflik dengan hukum, dan mcmpunyai pcran yang besar 

dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena Reslorative Justice atau 

keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dltuangkan 

dalam Konvensi Hak Anak. Restorative Justice mengupayakan perdamaian 

dalam perkara anak, menyelesaikan konflik yang melibalkan anak, sehingga 
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menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak 

positifdalam masa depan anak yang berkonilik dengan hukum. 

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara 

melalui apuralur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan 

sosial, hukum pidana mcnyandarkan diri pada sanksi kercna pada fungsinya 

memang mencabut bak orang atas kchidupan, kebcbasan atau hak mil ik mercka. 

Invasj terhadap hak dasar ini dibenarkan demi mclestarikan masyarakat dan 

melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain'''. 

Menurut Made Sadhi Aslutiada beberapa hak anak yang perlu dipcrhatikan 

dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak Itu antara lain: 

1. Tidak mcnjadi korban dalam proses peradilan pidana 

2. Mcmpunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu 

proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mercka masing-masing 

untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibanya sebagai warga negara 

anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajlb dalam artl luas; 

3 . Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan 

sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mercka secara rasional 

positif, bcrtanggung jawab dan bcrmanfaat dalam proses tcrsebut 

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara 

khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini mengingat sifat dan psikis anak 

" P'ka Saraswati, opcil. hal 20 
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dalam beberapa hal lerlenlu memerlukan petlakoan khusus. serta perlindungan 

yang khusus pula, terutama pada tindakan-imcakan \ang dapat mcrugikan 

perkembangan mental maupun jasmani anak f'erlakiian khusus dimulai pada 

saat tahap penyidikan. hams dibedakan pemeriksa-in terhadap anak di bawah uniw 

dengan orang dewasa. Dalam melakukan pen;, idikan icrhadap perkara anak, 

Penyidik wajib meminta pertimbangan ai.;u saran dari Pembimbing 

Kemasyarakalan setelah tindak pidana dilaporkan ^lau diadiikan. 

Undang-Undang No.l I lahun 2012 lent., g Sislem Peradilan Pidana 

Anak dibuat unluk memberikan rasa kcadiGi kepada anak, membcrikan 

kesempatan kepada anak untuk ikut serta di d.: am menyelesaikan konllik, dan 

bcrtanggung jawab atas apa yang telah dilakiikar . a. karena di dalamnya icrdapat 

diversi melalui pendekatan Restoralive .tu.\iin ang menekankan pemulihan 

pada keadaan semula. 

Proses penerapan melalui pendekalan r,-•:arative juslice terhadap tindak 

pidana pencurian oleh anak di bawah umur K'neda dengan proses penerapan 

hukuman pada umumnya. Restorative Juslice :idak diatur secara terperinci 

di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan I'idar ; \nak, tetapi dalam Pasal 8 ayat 

{ ] ) Undang-Undang N o . l l lahun 2012 lenian^ Sistem Peradilan Pidana Anak 

menjelaskan bahwa proses diversi dilakukar melalui musyawarah dengan 

melibalkan anak dan orang tua/walinya, k rfian dan orang tua/walinya. 

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekcrja sosial Profesional berdasarkan 
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pendekatan Kcadiian Restoratif. Penjelasan dari Pasal S ini dapat dihtial 

kesimpulan bahwa penerapan restorative justice mengikuli mekanismc dari 

diversi, yaitu pcngalihan hukum d.ari proses peradilan pidana kc proses luar 

peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila 

tidak menggunakan restoralive justice sebagai penyelesaiannya. Diversi terdapat 

dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikiui, penuntulan. sampai pada lahap 

pemeriksaan perkara anak di pcngadilan negri (Pasal 7 ( I ) Undang- Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Proses diversi yang mcnggunakan pendekatan reslorative juslice ini hanya 

digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan 

bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses pcnegakan hukum pidana 

anak. maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan 

diversi banis mempertimbangkan kalegori tindak pidana. umur anak, hasil 

penelitian kemasyarakalan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga 

dapat melibatkan Tcnaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 

Proses diversi wajib memperhatikan: 

1. Kepentingan Korban; 

2 . Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 

3. Penghindaran pembalasan; 

4 . Keharmonisasian masyarakat; 
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5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban iiiiium. " 

Dalam hal penyidikan kepada anak di bawah uimir pada umumnya 

seringkali didapalkan adanya paksaan dan pihak periv idik untuk niengakui 

perbuatan tindak pidana yang lelab ia curi, dapai disimpulkan bahwa hak anak 

scringkali tidak dilihal di dalam tahap penynlikan, padalial seorang anak >ang 

terlibat dalam lindak pidana hams diberikan perlindungan khusus. Dalain pasal 

17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik. Peiiuniui Umum. dan Uakini wajib 

memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena lindak 

pidana yang dilakukannya dalam siluasi darural. 

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep 

reslorative justice harus mengulamakan perlakuan khu.siis seperti yang 

Icrtulis dalam Pasal 17, Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum juga dapal dilihal dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 leniang Perlindungan Anak bahwa Pcmerintah dan lembaga lainnya 

berkewajiban dan bcrtanggung jawab unluk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak yang berhadapan dengan hukum"'. Penyidikan yang dilakukan kepada 

anak lidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada 

umumnya. Karena dapal mcmperbumk ktmdisi mental dan psikologis anak yang 

belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam tahap 

\ 

penerapan restorative justice sangat diperlukan peran dari Pembimbing 

Kemasyarakatan. Pekerja Sosial Profesional, len,-.ga Kesejahteraan sosial. 

°̂ Nasir Djamil, Op cil. hal 140 
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B. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal dalam Proses 

Peradilan Pidana Mcnurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Schubungan dengan proses peradilan pidana icrhadap anak nakal, maka 

sanksi pidana yang dapal dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Undang-Undang 

Nomor I I Tahun 2012 bahwa, tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus 

mendapatkan hukuman penjara. 

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak 

tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 2 i ayai ( i ) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjela.skan: 

a. Diduga keras melakukan lindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; 

b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka 

atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, alau mcnghilangkan barang bukti; 

c. Mengulangi tindak pidana 

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang 

melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 

Pasal 21 ayat ( I ) KUHAP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang 

kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak 

tersebut memiliki identilas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah 

menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah 

disila yang berwajib. Apa retevansinya menjadikan syarat penahanan bagi 
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tersangka adanya kekhawatiran menghiiangkan baning bukii, sedangkan barang 

bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib. 

Proses penahanan mcnimit Pasal 32 ayat ( I ) Undang-Undang Sislem , 

IVradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan 

dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wa'' dan-Vuiii lembaga bahwa 

anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau mcnghilangkan 

barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana^'. 

lahapan setelah penyidikan adalah penuntutan. yang dijalankan oleh 

penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat ( I ) Undang- Undang Sislem Peradilan 

Pidana Anak bahwa "Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 

(tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Pada lahap 

penuntulan penuntut umum wajib mengupayakan pcngalihan hukum demi 

kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekalan keadilan re.storalif. 

Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan. penuntut unuim 

menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua 

Pcngadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal , 

penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan 

perkara ke- pcngadilan dengan melampirkan lapttran hasil penelitian 

kemasyarakatan. 

Pengalihan hukum melalui pendekatan Restoralive Juslice dapat diterapkan 

pada tahap pemeriksaan di sidang pcngadilan. Menurui I'asal 52 ayat (2) Undang-

^' Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Aeara I'idana.\iaf\Aur\g,2Q\2:h\m^\ 
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Undang Sisicm Peradilan Pidana Anak inenjclaskan "Makini wajib mengupayakan 

diversi paling lama lujuh hari setelah diteiapkan oleh ketua pcngadilan negri 

sebagai hakim". Apabila proses pengalihan hukum (diversi) melalui pendekalan 

reslorative juslice berhasil meneapai kesepakalan. hakim menyampaikan berita 

acara diversi kepada ketua pcngadilan negri untuk dibuat pcnciapan. 

Apabila diversi gagal makaperkara lersebul dilanjulkan kc lahap 

persidangan dengan menjaga suasana kckcluargaan tetap terjaga. sehingga anak 

dapat mengiitarakan segala peristiwa dan perasaanya secara terbuka dan jujur 

selama sidang berjalan 

Mekanismc penyelesaian penerapan Restoralive Juslice terhadap lindak 

pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau 

musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam 

menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan 

lerealisasikan apabila tidak ada kcrjasama antara korban. pelaku lindak pidana, 

masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolistan sebagai pinlu gerbang 

dari Sislem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali 

menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak 

kcpolisian harus menngunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari 

proses pngalihan hukum (diversi) yang menggunakan pendekalan restoralive 

justice sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan 

kepentingan terbaik bagi anak. 

" Na-sir Djamil. op cil. him 163 
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Diskresi diberikan kepada penyidik imtiik mengupayakan diversi dengan 

menggunakan pendekalan Reslorative Justice. Diskresi dalam Sistem Peradilan 

Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menctapkan suatu 

perkara anak nakal, lidak dilanjutkan pcmeriks;ianya dengan pertimbangan 

hukum yang sesuai dengan pcnindang- undangan demi kepentingan terbaik 

bagi anak. 

Diskersi yang diberikan ncgara terhadap salah salu sub sistem peradilan ini 

dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan 

dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesilikasinya terhadap pelaku 

tindak pidana pcncurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini 

dialihkanfD/Vt'r.v;) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan 

menggunakan konsep restoralive juslice, di mana litik berat penyclesaian konflik 

atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar 

lempat terjadinya tindak pidana pcncurian yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur dan difasiltasi oleh seorang mediator. 

Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak 

ketiga yang netral, (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah 

pihak. Yang mcmpunyai pengelahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. 

Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi 

bisa di semua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian tni agar perselisihan ini bisa saling 
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iiiciiiaalkan dan lidak perlu dibawa ke pcngadilan karena dari kedua belali 

pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan. 

Mediasi sebagai jalan di dalam restoralive Juslice, terdapat hal 

positif dalam menanggulangi tindak pidana pcncurian khufiusnya lindak pidana 

pcncurian yang dilakukan oteh anak di bawah umur, antara lain: 

a. 'Korhan dapal mengungkapkan keluhanya, ketidaknyamannya. dilain sisi dia 

dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pcncurian. 

bcrkcsempatan dan berhak mendapatkan perniintaan maaf serta ganli rugi yang 

scsuai dari pelaku, menunjukan dampak kepada pelaku atas dampak yang 

ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada 

unluk kepentingan pribadi atau pemulihan. 

b. liagi pelaku dia memiliki rasa tanggung Jawab atas apa yang dia lakukan 

terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta mcmbayar kerugian korban, 

kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi. 

c. Dapat dilibat di atas bahwa restorative justice sangat peduli terhadap 

pembangunan kembali hubungan setelah terjadi" tindak pidana. Bentuk 

kesepakatan dari proses mediasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian 

yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah di curi, kerja sosial, 

pelayanan kepada masyarakal, dan Iain-Iain (sesuai dengan hasil kesepakatan). 

Tindakan yalig dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pcngembalian 

kepada orang tua, wali/orang lua asuh atau mciiyerahkannya kepada negara untuk 
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mengikuli pendidikan, pembinaan dan lalihan kcrja atau mcnycrahkannya kepada 

departemen sosial alau organisasi sosial kemasyarakalan yang bergerak di bidang 

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 

Penjaluhan pidana penjara (erhadap anak nakal sebagai iillimum remedium 

scharusnya mcnjadi pertimbangan hakim anak. Unluk itu diperlukan pemahaman 

dalam menerapkan Undang Undang Tentang sistim peradilan pidana Anak, 

sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapal menjamin 

perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal. 

Mengcnai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal Undang-

undang sistim peradilan pidana Anak, pada Bab V tentang Pidana dan tindakan 

dalam ketentuan Pasal 69 menyatakan 

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana alau dikcnai tindakan 

berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini. 

2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) taliun hanya dapal dikcnai 

tindakan. 

Selanjutnya dalam Pasal 71 mengatur mengcnai pidana pokok 

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a. pidana peringatan; 

b. pidana dengan syarat: 

1. pembinaan di luar lembaga; 

2. pelayanan masyarakat; atau 
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3. pengawjisiin. 

c. pclatihan kcrja; 

d. pembinaan dalam lembaga; dan , 

e. penjara. 

2. Pidana lambahan tcrdiri atas: 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; alau 

b. pemenuhan kewajiban adat. 

3. Apabila dalam hukuni materiil diancam pidana kumuiatif berupa 

penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pclatihan kerja. 

4 . Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat 

dan martabat Anak. 

5. Ketentuan tebih Ianjut mengenai bentuk dan lata cara pelaksanaa pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , ayat (2). dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerinlah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap anak 

berbeda dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa, 

karena dalam Pa.sal 71 ini ketentuan pidana penjara mempakan pilihan terakhir. 

sedangkan sanksi yang diutamakan adalah mencapai perdamaian antara korban 

dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; mcnghindarkan 

anak dari perampasan kemerdekaan; dan mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 





S2 

BAB IV 

PENUTUP 

. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang lelah druraikan penulis pada bab-bab 

terdaliulu, maka selanjutnya penulis dapal menyiinpulkaii sehagai berikut Jni : 

1. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Berhadapan dengan 

Hukum dilakukan dengan mengedepankan proses diversi yang mcnggunakan 

pendekalan restorative justice. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan 

berjalan apabila tidak menggunakan restorative Juslice scbagai 

penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari lahap 

penyidikan, penuntutan, sampai pada lahap pemerik.saan perkara anak di 

pcngadilan ncgri (Pasal 7 ( I ) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Proses diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban. kesejahteraan dan 

tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan. keharmonisasian masyarakat; 

serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidikan, penuntulan 

dan proses persidangan yang dilakukan kepada anak tidak boleh mcnggunakan 

atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat 

memperburuk kondisijnental dan psikologis anak yang belum siap unluk 

berhadapan dengan hukum. 
\ 

2. Sanksi Pidana yang Dapat Dijaluhkan terhadap Anak Nakal dalam Proses 

Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor I I Tahun 2012, maka 

penjaluhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium dan 
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pidana yang dapal dijatuhkan adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat 

berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan. 

pclatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan Pidana 

tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana atau pemenuhan kewajiban adat. 

Saran 

1. Untuk menyeesaikan perkara anak perlu adanya dibentuk tim mediator secara 

tetap, mengingat dalam proses diversi penghentian dapat dilakukan dalam 

setiap tingkatan proses pcnegakan hukum. 

2 . Mengingat sanksi pidana penjara merupakan pibhan terakhir, perlu diatur 

mengenai pelaksanaan 
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